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Abstract 

 

This study is motivated by the rapid digital transformation of public services in 

Indonesia through the implementation of digital governance, e-government, and 

the Electronic-Based Government System, which has not been fully supported 

by adequate legal norms. The objective of this research is to analyze regulatory 

disharmony, identify gaps in legal liability norms, and formulate the 

reconstruction of digital-based public service legal norms from the perspective 

of citizens’ rights protection. This research employs a normative juridical 

method using statutory and conceptual approaches, analyzed qualitatively 

through legal interpretation. The results reveal significant normative gaps 

between the Public Service Law and digital regulations, particularly regarding 

digital service standards, personal data protection, and legal accountability for 

system failures. The discussion highlights that regulatory disharmony and 

normative gaps create legal uncertainty and weaken the protection of citizens’ 

rights, including the right to proper services, data security, and legal certainty. 

Furthermore, the involvement of third parties in digital services complicates the 

determination of legal responsibility. Therefore, a reconstruction of legal norms 

is required, encompassing regulatory integration, clear allocation of legal 

responsibility based on strict liability or shared liability principles, and the 

strengthening of substantive protection of citizens’ rights. In conclusion, a 

comprehensive and adaptive legal reconstruction is urgently needed to establish 

digital public services that are just, legally certain, and oriented toward public 

interests. 
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Abstrak 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya transformasi digital dalam pelayanan publik di Indonesia 

melalui penerapan digital governance, e-government, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang 

belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan norma hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis disharmonisasi regulasi, mengidentifikasi kekosongan norma tanggung jawab hukum, serta 

merumuskan rekonstruksi norma hukum pelayanan publik berbasis digital dalam perspektif perlindungan 

hak warga negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-

undangan dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya kesenjangan norma yang signifikan antara Undang-Undang Pelayanan Publik dengan 

regulasi digital, khususnya terkait standar pelayanan digital, perlindungan data pribadi, dan 

pertanggungjawaban hukum atas kegagalan sistem. Pembahasan menegaskan bahwa disharmonisasi regulasi 

dan kekosongan norma menyebabkan ketidakpastian hukum serta melemahkan perlindungan hak warga 

negara, termasuk hak atas pelayanan yang layak, keamanan data, dan kepastian hukum. Selain itu, 

keterlibatan pihak ketiga dalam layanan digital memperumit penentuan tanggung jawab hukum. Oleh karena 

itu, diperlukan rekonstruksi norma hukum yang mencakup integrasi regulasi, penegasan pembagian 

tanggung jawab hukum berbasis prinsip strict liability atau shared liability, serta penguatan perlindungan hak 
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warga negara secara substantif. Kesimpulannya, rekonstruksi norma hukum yang komprehensif dan adaptif 

menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan pelayanan publik digital yang berkeadilan, berkepastian 

hukum, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.  

 

Kata kunci: digital governance, pelayanan publik, perlindungan hak warga negara 

 

PENDAHULUAN 

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia menjadi 

keniscayaan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya ekspektasi 

masyarakat terhadap layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Implementasi sistem 

pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) merupakan bentuk konkret dari upaya negara dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang 

efektif. Digitalisasi pelayanan publik tidak hanya berorientasi pada efisiensi birokrasi, tetapi juga 

sebagai sarana untuk mewujudkan prinsip good governance yang menempatkan warga negara 

sebagai subjek utama pelayanan (Heriyanto, 2022). 

Perkembangan konsep digital governance menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari 

model pelayanan konvensional menuju sistem berbasis teknologi yang terintegrasi. Pemerintah 

dituntut untuk mengadopsi inovasi digital dalam berbagai sektor layanan publik guna meningkatkan 

aksesibilitas dan kualitas layanan. Dalam konteks ini, digitalisasi memiliki potensi besar dalam 

memperkuat hubungan antara negara dan warga melalui pelayanan yang lebih responsif dan 

partisipatif. Namun, keberhasilan transformasi tersebut sangat bergantung pada kesiapan regulasi 

dan kapasitas institusional yang mendukung implementasinya secara optimal (Mukhammad 

Akhmad Najich Alfayn, 2022). 

Meskipun demikian, penerapan pelayanan publik berbasis digital di Indonesia masih 

menghadapi berbagai tantangan, khususnya terkait dengan aspek hukum. Belum sinkronnya norma 

dalam Undang-Undang Pelayanan Publik dengan regulasi digital seperti SPBE dan perlindungan 

data pribadi menunjukkan adanya disharmonisasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian 

hukum. Selain itu, isu keamanan data dan perlindungan privasi warga negara dalam layanan digital 

menjadi perhatian serius, mengingat meningkatnya risiko kebocoran dan penyalahgunaan data 

dalam sistem elektronik (Dini Andriani, Abd. Haris, dan Sumardi, 2025). 

Di sisi lain, perlindungan hak warga negara dalam konteks pelayanan publik digital juga 

belum sepenuhnya terjamin secara komprehensif. Hak atas pelayanan yang layak, hak atas 

perlindungan data pribadi, serta hak atas kepastian hukum sering kali terabaikan dalam praktik 

layanan berbasis teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya 

diikuti oleh penguatan kerangka hukum yang mampu menjamin perlindungan hak asasi manusia di 

era digital. Bahkan, aspek etika dan karakter dalam kebijakan inovatif juga menjadi elemen penting 

yang perlu diperhatikan dalam transformasi pelayanan publik berbasis digital (Ronni Juwandi dkk, 

2025). 

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan kajian normatif dalam penelitian hukum 

di Indonesia yang secara khusus membahas rekonstruksi norma hukum pelayanan publik dalam era 

digital governance. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan utama, yaitu: 

bagaimana harmonisasi norma hukum pelayanan publik dengan regulasi digital di Indonesia; 

bagaimana kekosongan norma terkait tanggung jawab hukum atas kegagalan layanan digital; serta 
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bagaimana rekonstruksi norma hukum yang adaptif terhadap digital governance. Sejalan dengan 

itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis disharmonisasi regulasi yang ada, 

mengidentifikasi kekosongan norma hukum dalam pelayanan publik digital, serta merumuskan 

rekonstruksi norma hukum yang berorientasi pada perlindungan hak warga negara secara 

komprehensif. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap 

norma-norma hukum yang mengatur pelayanan publik dalam konteks digital governance di 

Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji kesesuaian, 

kekosongan, dan kebutuhan rekonstruksi norma hukum dalam menghadapi transformasi digital. 

Dengan demikian, penelitian tidak menitikberatkan pada data empiris, melainkan pada kajian 

terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta konsep-konsep hukum yang relevan. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan 

(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-

undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan pelayanan publik 

dan digitalisasi, seperti Undang-Undang Pelayanan Publik, regulasi Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE), serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sementara itu, pendekatan 

konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum seperti digital governance, 

tanggung jawab hukum (liability), perlindungan hak warga negara, serta prinsip negara hukum dan 

good governance. 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan 

sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek 

penelitian, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik dan sistem digital. Adapun bahan 

hukum sekunder mencakup literatur ilmiah berupa buku, jurnal, serta hasil penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan digitalisasi pelayanan publik, perlindungan data pribadi, dan tanggung jawab 

hukum dalam sistem elektronik. Bahan hukum tersebut digunakan untuk memperkuat analisis 

normatif serta memberikan landasan teoritis dalam penelitian. 

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif normatif dengan menekankan pada 

proses interpretasi hukum. Dalam hal ini, digunakan metode penafsiran sistematis untuk melihat 

keterkaitan antar norma dalam berbagai regulasi, penafsiran gramatikal untuk memahami makna 

tekstual dari ketentuan hukum, serta penafsiran teleologis untuk mengidentifikasi tujuan 

pembentukan norma hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan 

analisis yang komprehensif serta menawarkan rekonstruksi norma hukum yang adaptif terhadap 

perkembangan digital governance dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Harmonisasi Norma Hukum Pelayanan Publik dengan Regulasi Digital 

Harmonisasi norma hukum pelayanan publik dengan regulasi digital merupakan isu 

fundamental dalam kerangka digital governance di Indonesia. Undang-Undang Pelayanan Publik 

pada dasarnya dirancang dalam konteks pelayanan konvensional yang menitikberatkan pada 

interaksi langsung antara penyelenggara dan masyarakat. Sementara itu, perkembangan sistem 

pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) menghadirkan paradigma baru yang menuntut integrasi 
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teknologi dalam setiap aspek pelayanan. Perbedaan karakteristik antara pelayanan konvensional 

dan digital ini menimbulkan tantangan dalam menyelaraskan norma hukum agar tetap relevan dan 

responsif terhadap perkembangan zaman (Muhammad Saddam Safa, Jumanudin, dan Anugrah 

Ryandra Fahlevi, 2026). 

Dalam perspektif negara hukum, harmonisasi regulasi menjadi prasyarat penting untuk 

menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara. Namun, realitas menunjukkan 

bahwa terdapat ketidaksinkronan antara berbagai regulasi yang mengatur pelayanan publik dan 

sistem digital. Misalnya, pengaturan mengenai standar pelayanan dalam Undang-Undang 

Pelayanan Publik belum sepenuhnya mengakomodasi mekanisme layanan berbasis sistem 

elektronik yang menuntut kecepatan, interoperabilitas, dan keamanan data. Kondisi ini 

memperlihatkan adanya legal gap yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan norma dalam 

praktik pelayanan publik digital (Sri Yuliana, 2025). 

Selain itu, harmonisasi hukum digital di Indonesia juga dihadapkan pada tantangan global 

yang semakin kompleks, terutama dalam konteks kedaulatan siber dan integrasi lintas sistem. 

Regulasi yang bersifat sektoral sering kali berjalan sendiri tanpa koordinasi yang memadai, 

sehingga menimbulkan tumpang tindih maupun kekosongan pengaturan. Dalam konteks pelayanan 

publik, hal ini berdampak pada tidak konsistennya standar operasional antarinstansi serta lemahnya 

mekanisme pengawasan terhadap layanan berbasis digital (Syaiful Anwar dan Johan Edi Nepri, 

2025). 

Ketidakharmonisan norma tersebut juga terlihat dalam pengaturan perlindungan data 

pribadi dalam layanan publik digital. Meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur perlindungan 

data, implementasinya masih belum terintegrasi secara optimal dengan sistem pelayanan publik. 

Hal ini berimplikasi pada meningkatnya risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi 

pribadi warga negara. Lemahnya koordinasi antara regulasi pelayanan publik dan perlindungan data 

menunjukkan bahwa harmonisasi norma belum berjalan secara efektif dalam menjawab tantangan 

digitalisasi (Dede Mulyadi dkk, 2026). 

Dampak dari disharmonisasi norma hukum ini secara langsung dirasakan oleh warga negara 

sebagai pengguna layanan publik. Ketidakjelasan standar layanan digital, lemahnya jaminan 

keamanan data, serta tidak seragamnya kualitas layanan antarinstansi berpotensi melanggar hak 

warga negara atas pelayanan yang layak dan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya 

harmonisasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, dengan menekankan 

integrasi antara norma pelayanan publik dan regulasi digital secara komprehensif dalam kerangka 

perlindungan hak warga negara. 

Kekosongan Norma Tanggung Jawab Hukum dalam Layanan Digital 

Kekosongan norma terkait tanggung jawab hukum dalam layanan publik berbasis digital 

menjadi salah satu persoalan krusial dalam perkembangan digital governance di Indonesia. 

Transformasi pelayanan publik ke dalam sistem elektronik tidak diikuti secara memadai oleh 

kejelasan pengaturan mengenai siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kegagalan sistem, 

kesalahan data, atau kerugian yang dialami oleh warga negara. Dalam konteks ini, hukum positif 

Indonesia masih menunjukkan keterbatasan dalam mengakomodasi kompleksitas hubungan hukum 

antara pemerintah, penyedia teknologi, dan masyarakat sebagai pengguna layanan digital. 
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Permasalahan utama terletak pada belum tegasnya pembagian tanggung jawab antara 

penyelenggara negara dan pihak ketiga, seperti vendor atau platform digital yang terlibat dalam 

pengembangan dan pengelolaan sistem layanan publik. Dalam praktiknya, banyak layanan publik 

digital yang bergantung pada kerja sama dengan pihak swasta, namun pengaturan mengenai 

tanggung jawab hukum dalam hal terjadi gangguan sistem atau kesalahan layanan masih belum 

jelas. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan warga negara 

sebagai pihak yang menerima layanan (Andi Ismayana Wahid dkk, 2025). 

Secara konseptual, tanggung jawab hukum (liability) dalam konteks digital seharusnya 

mencakup aspek perdata, administratif, maupun bahkan pidana, tergantung pada bentuk 

pelanggaran yang terjadi. Namun demikian, belum adanya norma yang secara eksplisit mengatur 

tanggung jawab atas kegagalan sistem digital dalam pelayanan publik menunjukkan adanya 

kekosongan hukum yang signifikan. Fenomena ini serupa dengan permasalahan dalam sektor lain, 

seperti perlindungan konsumen, di mana ketidakjelasan pengaturan tanggung jawab atas produk 

atau layanan yang tidak sesuai dapat menimbulkan kerugian tanpa adanya mekanisme 

pertanggungjawaban yang jelas (Muhammad Halim dan Zainal Arifin Hoesein,2025). 

Lebih lanjut, dalam konteks platform digital, perdebatan mengenai tanggung jawab hukum 

juga mencakup posisi platform sebagai perantara atau sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab 

langsung terhadap kerugian pengguna. Beberapa kajian menunjukkan bahwa belum adanya 

kejelasan norma menyebabkan platform sering kali berada dalam posisi ambigu, sehingga sulit 

untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Hal ini juga terlihat dalam kasus konten ilegal 

maupun transaksi digital yang merugikan pengguna, di mana batas tanggung jawab platform masih 

menjadi perdebatan (Rabith Madah Khulaili Harsya, 2025). 

Dalam perkembangan teknologi yang lebih kompleks, seperti penggunaan kontrak cerdas 

(smart contract) dalam layanan digital, persoalan tanggung jawab hukum menjadi semakin rumit. 

Ketika sistem berjalan secara otomatis berdasarkan algoritma, muncul pertanyaan mengenai siapa 

yang harus bertanggung jawab jika terjadi kesalahan atau kerugian. Apakah tanggung jawab berada 

pada pengembang sistem, penyelenggara layanan, atau pengguna itu sendiri? Ketidakjelasan ini 

menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya mampu mengejar perkembangan teknologi yang 

sangat dinamis (Ni Komang Purnami Kayla Putri dan I Gede Perdana Yoga, 2025). 

Kekosongan norma ini pada akhirnya berimplikasi langsung terhadap perlindungan hak 

warga negara dalam pelayanan publik digital. Tanpa adanya kejelasan mengenai mekanisme 

pertanggungjawaban, warga negara berada dalam posisi yang rentan ketika mengalami kerugian 

akibat kegagalan layanan digital. Oleh karena itu, diperlukan perumusan norma hukum yang secara 

tegas mengatur pembagian tanggung jawab antara para pihak dalam ekosistem digital, termasuk 

kemungkinan penerapan prinsip strict liability atau shared liability, guna menjamin kepastian 

hukum dan perlindungan yang optimal bagi masyarakat sebagai pengguna layanan publik berbasis 

digital. 

Perspektif Perlindungan Hak Warga Negara dalam Digital Governance 

Perlindungan hak warga negara dalam kerangka digital governance merupakan isu yang 

semakin penting seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam pelayanan publik. 

Dalam perspektif negara hukum, setiap transformasi kebijakan, termasuk digitalisasi pelayanan 
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publik, harus tetap berlandaskan pada prinsip perlindungan hak asasi manusia dan jaminan 

konstitusional warga negara. Digitalisasi tidak boleh hanya dipahami sebagai inovasi teknis, tetapi 

juga sebagai proses yang harus menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga, seperti hak atas 

pelayanan publik yang layak, hak atas informasi, dan hak atas perlindungan data pribadi 

(Muhammad Khaidir Kahfi Natsir dan Magdhalena Tasik Todingrara, 2025). 

Salah satu hak fundamental dalam konteks pelayanan publik digital adalah hak atas 

pelayanan yang berkualitas dan nondiskriminatif. Implementasi e-government seharusnya mampu 

memperluas akses layanan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Namun, dalam 

praktiknya, masih terdapat kesenjangan akses akibat faktor geografis, literasi digital, dan 

ketersediaan infrastruktur. Kondisi ini berpotensi menimbulkan diskriminasi digital yang justru 

bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pelayanan publik (Gita Faddillah Islam dan Dewi 

Sulastri, 2026). Dengan demikian, digital governance harus dirancang secara inklusif agar tidak 

memperlebar kesenjangan sosial di masyarakat. 

Selain itu, hak atas perlindungan data pribadi menjadi isu krusial dalam era pelayanan publik 

berbasis digital. Pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data warga negara dalam sistem 

elektronik meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data. Dalam konteks ini, negara 

memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa data pribadi warga terlindungi secara maksimal 

melalui regulasi yang memadai dan implementasi yang efektif. Perlindungan data tidak hanya 

merupakan kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang 

harus dijamin oleh negara (Gita Faddillah Islam dan Dewi Sulastri, 2026). 

Hak atas kepastian hukum juga menjadi elemen penting dalam perlindungan warga negara 

dalam pelayanan publik digital. Ketidakjelasan regulasi dan disharmonisasi norma hukum dapat 

menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dalam mengakses dan menggunakan layanan digital. 

Dalam kerangka konstitusional, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan sistem hukum yang 

jelas, konsisten, dan dapat diakses oleh seluruh warga negara. Tanpa adanya kepastian hukum, 

kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan digital akan sulit terbangun (Gita Faddillah Islam 

dan Dewi Sulastri, 2026). 

Di sisi lain, negara juga memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin hak warga 

negara atas informasi, terutama dalam konteks transparansi pelayanan publik digital. Akses 

terhadap informasi yang akurat dan terbuka menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan 

akuntabilitas pemerintah. Dalam era digital, keterbukaan informasi harus didukung oleh sistem 

yang mampu menyediakan data secara cepat dan mudah diakses oleh masyarakat, tanpa 

mengabaikan aspek keamanan dan kerahasiaan data (Muhammad Bahram, 2025). 

Namun demikian, implementasi perlindungan hak warga negara dalam digital governance 

masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pertanggungjawaban hukum 

pemerintah. Dalam banyak kasus, belum terdapat mekanisme yang jelas untuk menuntut 

pertanggungjawaban ketika terjadi pelanggaran hak warga, seperti kebocoran data atau kegagalan 

sistem layanan digital. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu 

menjawab kebutuhan perlindungan hukum di era digital (Khetrina Maria Angnesia dan Sidi Ahyar 

Wiraguna, 2025). 
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun regulasi terkait pelayanan publik dan 

digital governance di Indonesia telah mengalami perkembangan, namun masih terdapat kelemahan 

dalam menjamin perlindungan hak warga negara secara komprehensif. Risiko seperti kebocoran 

data, diskriminasi digital, dan ketidakpastian hukum menunjukkan bahwa kerangka regulasi yang 

ada belum sepenuhnya memadai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma hukum yang tidak 

hanya bersifat administratif, tetapi juga berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia secara 

substantif dalam era digital governance (Muhammad Khaidir Kahfi Natsir dan Magdhalena Tasik 

Todingrara, 2025). 

Rekonstruksi Norma Hukum Pelayanan Publik Berbasis Digital 

Rekonstruksi norma hukum pelayanan publik berbasis digital governance merupakan 

langkah strategis untuk menjawab berbagai permasalahan disharmonisasi dan kekosongan hukum 

yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dalam perspektif negara hukum, pembaruan norma tidak 

hanya bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga harus menjamin perlindungan 

hak warga negara secara komprehensif. Transformasi digital menuntut adanya perubahan 

paradigma dalam pengaturan pelayanan publik, dari yang semula berbasis prosedur administratif 

konvensional menjadi berbasis sistem elektronik yang terintegrasi dan responsif terhadap 

kebutuhan masyarakat (Ansori, Hairul Umam, dan Akbar Hidayatullah Vidi Hartono , 2025). 

Konsep ideal rekonstruksi norma hukum harus dimulai dari integrasi antara Undang-

Undang Pelayanan Publik dengan kerangka regulasi digital seperti SPBE dan perlindungan data 

pribadi. Integrasi ini penting untuk menghilangkan dikotomi antara pelayanan konvensional dan 

digital, sehingga tercipta sistem hukum yang koheren dan konsisten. Reformasi pelayanan publik 

berbasis digital harus diarahkan pada pembentukan norma yang mampu mengakomodasi 

karakteristik layanan elektronik, termasuk aspek kecepatan, transparansi, dan interoperabilitas 

antarinstansi (Budiyanto dan Ahmad Taufik, 2025). Dengan demikian, harmonisasi regulasi tidak 

hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dalam mendukung efektivitas pelayanan publik digital. 

Selain itu, rekonstruksi norma hukum juga harus mencakup pengaturan yang jelas mengenai 

tanggung jawab hukum dalam penyelenggaraan layanan digital. Dalam konteks ini, diperlukan 

pendekatan yang lebih progresif, seperti penerapan prinsip strict liability atau shared liability, guna 

memastikan adanya kepastian hukum ketika terjadi kerugian akibat kegagalan sistem. Pengaturan 

ini harus mencakup pembagian tanggung jawab antara pemerintah sebagai penyelenggara layanan 

dan pihak ketiga sebagai penyedia teknologi, sehingga tidak terjadi kekosongan norma yang 

merugikan warga negara (M. Raihan Bariq dan Budi Santoso, 2026). 

Lebih lanjut, standar perlindungan hak warga negara berbasis teknologi harus menjadi 

bagian integral dalam rekonstruksi norma hukum pelayanan publik. Hal ini mencakup perlindungan 

data pribadi, jaminan akses yang adil terhadap layanan digital, serta transparansi dalam pengelolaan 

informasi publik. Dalam konteks ini, etika pelayanan publik juga memiliki peran penting dalam 

membentuk tata kelola digital yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Nilai-nilai etika 

seperti akuntabilitas, integritas, dan keadilan harus diinternalisasikan dalam setiap kebijakan dan 

praktik pelayanan publik berbasis digital (Didin Halim dkk, 2025). 

Rekonstruksi norma hukum juga perlu didukung oleh pembentukan aturan turunan yang 

lebih teknis dan operasional. Regulasi pelaksana yang spesifik akan membantu menjembatani 
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kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Selain itu, pendekatan hukum 

pembangunan yang menempatkan hukum sebagai sarana perubahan sosial menjadi relevan dalam 

konteks digitalisasi pelayanan publik. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali, tetapi 

juga sebagai instrumen untuk mendorong inovasi dan kemajuan dalam tata kelola pemerintahan 

(Fakhruddin Al-Ghiffari, 2025). 

Dengan demikian, model rekonstruksi norma hukum pelayanan publik berbasis digital 

governance harus bersifat komprehensif, integratif, dan berorientasi pada perlindungan hak warga 

negara. Rekonstruksi ini tidak hanya menekankan pada pembaruan regulasi, tetapi juga pada 

pembentukan sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika 

masyarakat. Melalui pendekatan normatif-preskriptif, diharapkan terbentuk kerangka hukum yang 

mampu menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik di era digital. 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi norma hukum pelayanan 

publik dengan regulasi digital di Indonesia masih belum optimal. Terdapat ketidaksinkronan antara 

Undang-Undang Pelayanan Publik dengan berbagai regulasi terkait digital governance, seperti 

SPBE dan perlindungan data pribadi, yang mengakibatkan munculnya kesenjangan norma. Kondisi 

ini berdampak pada ketidakjelasan standar pelayanan publik berbasis digital serta berpotensi 

melemahkan perlindungan hak warga negara dalam mengakses layanan publik. Selain itu, 

penelitian ini menemukan adanya kekosongan norma terkait tanggung jawab hukum dalam 

penyelenggaraan layanan publik digital. Belum adanya pengaturan yang tegas mengenai siapa yang 

bertanggung jawab atas kegagalan sistem, kesalahan data, atau kerugian yang dialami masyarakat 

menunjukkan lemahnya kepastian hukum. Kekosongan ini semakin kompleks dengan keterlibatan 

pihak ketiga dalam pengelolaan sistem digital, sehingga diperlukan kejelasan pembagian tanggung 

jawab hukum antara pemerintah dan penyedia teknologi. 

Lebih lanjut, dalam perspektif perlindungan hak warga negara, regulasi yang ada saat ini 

belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan yang komprehensif. Risiko kebocoran data, 

diskriminasi digital, serta keterbatasan akses terhadap layanan menunjukkan bahwa transformasi 

digital belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan norma hukum yang berorientasi pada hak 

asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi norma hukum yang mampu 

mengintegrasikan aspek pelayanan publik dengan perkembangan teknologi secara menyeluruh. 

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah segera melakukan revisi terhadap 

regulasi pelayanan publik dengan mengintegrasikan prinsip digital governance secara sistematis. 

Pembentukan aturan turunan yang lebih teknis dan operasional juga perlu dilakukan untuk 

memperjelas mekanisme tanggung jawab hukum dalam layanan digital. Selain itu, penguatan 

perlindungan hak warga negara harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan digitalisasi 

pelayanan publik, termasuk melalui peningkatan standar keamanan data dan jaminan akses yang 

inklusif. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji aspek implementatif dari rekonstruksi 

norma ini guna memastikan efektivitasnya dalam praktik. 
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